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MOTO

Masa depan adalah milik mereka yang percaya akan keindahan dari mimpi —

mimpi mereka. (Eleanor Roosevelt)
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Indonesia merupakan negara Demokrasi dimana negara dijalankan dari rakyat, oleh
rakyat dan untuk rakyat. Dengan besarnya jumlah masyarakat di Indonesia maka
dibutuhkanlah partai politik untuk menampung aspirasi rakyat. Partai politik
merupakan suatu organisasi yang berfungsi untuk mengaktifkan dan memobilisasi
rakyat, mewakili kepentingan tertentu, memberi jalan kompromi bagi pendapat-
pendapat yang saling bersaing, serta menyediakan sarana suksesi kepemimpinan
politik secara absah (legitimate) dan damai. Namun, dikarenakan tidak adanya
peraturan mengenai pembatasan ketua umum partai politik. Ketua umum seolah-
olah memiliki kekuasaan yang tidak terbatas dikarenakan banyaknya kader dalam
pemerintahan yang tunduk dan dapat diatur oleh ketua umum. Sehingga
menimbulkan abuse of power dan perlu adanya peraturan pembatasan ketua umum

partai politik.

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan tipe penelitian
doktrinal, yakni menganalisis penjelassan sistematis aturan dan hubungan anttar

aturan. Sesuai dengan sifat penelitian hukumnya, yakni preskiptif, dengan
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pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Untuk menganalisis isu
hukumnya, menggunakan sumber bahan hukum primer dan sekunder, yang teknik
pengumpulannya melalui prosedur inventtarisasi dan identifikasi perundang-

undangan.

Melihat adanya kekosongan hukum pada pembatasan ketua umum partai politik,
menyebabkan dampak negatif. Seperti halnya terdapat kesenjangan kekuatan partai
politik, dimana kekuatan partai politik lebih condong kepada pemerintahan dan
menyisakan sedikit pada oposisi. Munculnya sikap otoritarian yang bermula pada
ketua umum partai politik yang berkuasa. Adanya nepotisme dan politik dinasti
yang bermula di badan partai politik. Sehingga memunculkan sikap apatis terhadap
politik dalam masyarakat, hal ini dapat menimbulkan kemandekan perkembangan
partai politik. Sehingga muncul citra-citra buruk partai politik hingga kader-
kadernya didalam masyarakat. Hal ini disebabkan partai politik yang hanya terlalu
condong terhadap sosok karismatik di balik partai politik, sehingga menomor

duakan ideologi dan program kerja.

Sehingga patut untuk diberikan pembatasan pada jabata ketua umum partai politik.
Ketua umum partai politik dapat dipilih 5 tahun sekali dan dapat menjabat
maksimal 2 periode. Dalam mendukung pemilihan ketua umum, patut diberikan
persyaratan supaya menjaga kualitas dari ketua umum partai politik. Selain itu,
kekuasaan ketua umum dibatasi selama tidak melebihi, mengatur dan memberikan
arahan yang berlebihan terhadap kadernya yang menjabat dalam posisi lembaga
eksekutif dan legislatif, namun tetap diberi hak untuk melakukan pengawasan dan

memberikan saran yang diperlukan. Pembentukan badan pengawas khusus untuk
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partai politik yang bersifat independen juga diperlukan. Hal ini sebagai penjaga dan

pemberian sanksi bilamana diperlukan.

Bagus Eko Sulistiyo. Juni 2024. PEMBATASAN MASA JABATAN KETUA
UMUM PARTAI POLITIK SEBAGAI PENCEGAHAN NEPOTISME DAN
KEOTORITERAN DI INDONESIA. Skripsi, Program Sarjana Program Studi
Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 51 halaman.

Pembimbing: Risni Ristiawati, S.H., M.H.
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ABSTRAK

Partai politik merupakan salah satu organ vital dalam negara demokrasi. Namun,
karena adanya kekosongan hukum, tidak adanya peraturan dalam pembatasan
jabatan ketua umum parai politik. Menimbulkan abuse of power oleh ketua umum
partai politik. Hal ini bertentangan dengan negara hukum yang dianut oleh
Indonesia. Dimana negara hukum menimbulkan adanya pembatasan kekuasaan,
tetapi hal sebaliknya yang terjadi. Sejatinya partai politik dapat diberlakukan aturan
yang demikian, melihat Dana APBN yang masuk ke dalam partai politik. Sama
halnya dengan Organisasi Advokat yang dibatasi dengan Putusan Mahkamah
Konstitusi Nomor 91/PUU-XX/2022 yang sama organisasi hanya berbeda pada

jenis dan tujuan.

Pembatasan ini dapat berbentuk berbagai macam, baik berupa pemilihan berulang
dan pembatasan masa jabatan, hingga pembentukan badan pengawas khusus yang
independen. Hal ini perlu dilakukan sebelum impilkasi hukum semakin terlihat jelas

dan menjadi sulit ditanggulangi.

Kata kunci (keyword): pembatasan, masa jabatan. ketua partai politik
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